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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN MA'ENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR 4I TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAJENE NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMII.,IHAN UMI.'M KABTIPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3)

dan (4) Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum yang mengatur bahwa
Pengelola JDIH KPU, KPU povinsi, atau KpU
Kabupaten / Kota terdiri atas Tim pembina dan
Tim Teknis serta Ketentuan mengenai pengelola

JDIH KPU, KPU provinsi, atau KpU
Kabupaten / Kota ditetapkan clen gan Kepr,rtr,rsan

KPU;

b. bahwa berdasarkan hasil perubahan komposisi
pegawai di sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Majene, perlu dilakukan perubahan

terhadap struktur Tim pembina dan Tim Teknis
JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Majene yang sebelumnya telah ditetapkan dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Majene Nomor 04 Tahun 2O2S tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

SALINAN
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Mengingat : l.
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Jaringan Dokumentasi dan Informsi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daiam huruf a dan huruf b, periu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majene tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene Nomor 04 Tahun 2025 tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majene.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

3881);

Undang-Undarrg Nomor 1l Tahun 20O4 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 1,

Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor

6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48461:'

2.

3.
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(Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang

Layanan Publik (I*mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahurn 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

5.

6.

7.
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (tembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

6e2l;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Llmum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9.

10.

11.
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Peratrr ran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Prorrinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

12361 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2Q23 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi

Pemilihan flmum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826].;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

870) sebagaimana telah diubah ssla gran dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahwn 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pernilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hr.rkum Komisi Pemilihan Umum

13.
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 799);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201O

Nomor 2721;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

IO /HK.O4/O8/2O22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352

Tahun 2O24 tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokttmentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 04

TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMAST HUKUM (.rD]H) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE.

: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU benugas :

15.

16.

17.

KESATU

KEDUA
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KETIGA

KEEMPAT
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1. Men:mu skan kebijakan pembinaan dan

pengembangan JDIH:

2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman atau

standar pengelolaan teknis dokumentasi dan

informasi hukum:

3. Melakukan superyisi terhadap kuttas
pembangunan hukum dan pelayanan kepada

pnblik sebagai salah satu wujud tata kelola

pemerintahan yang baik, akunta.bel, transparan,

efektif dan elisien.

Tim Telaris sgbagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertugas:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan

informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta

dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber

daya manusia untuk meningkatkan pengelola;

d. Membuat laporan kegiatan tahunan secara

Iengkap dan terstruktur;

e. Melakukan rapat evaluasi persemester dan

tahunan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene Nomor O4 Tahun 2025 tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene, dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

id ih . kp u . so. id / su lbar / maien e



KELIMA

-8-

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 29 Juli 2025

KETIJA KOMISI PEMII,IHAN I-IMUM

KAI}UPATEN MAJENE.

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala $ub Bagian Teknis dan Hukum,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4I TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTI,JSAN KOMISI PEM{LIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR 04 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGK.UNCAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAEIUPATEN MAJENE

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

Ditetapkan di Majene
'Pada tanggal 29 J:uli 2O25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE,

ttd.
MUNAWIR

Salinan Sesuai clengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

I{o IYAUA JABATAI{ JABATAI| DALAU
TIM

I Munawir Ketua KPU Kabupaten
Maiene Ketua Tim Pembina

2 Ardi Hanka Anggota KPU Kabupaten
Majene Anggota Pembina

3 Salma Mayasari Anggota KPU Kabupaten
Majene Anggota Pembina

4 Sukri Anggota KPU Kabupaten
Maiene Anggota Pembina

5 Ahmad Anggota KPU Kabupaten
Majene Anggota Pembina
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4I TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMIS{ PEM{LIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR 04 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGK{.'NGAN KOMISI PEMII.IHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

to TA.}IA JABATAT JABATAI{ DALAM
TIM

I Subhan Sekretaris KPU Kabupaten
Maiene

Penanggung Jawab

2 Masyita Machmud
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Pimpinan Redaksi

2 Ardi
Kasubbag Sumber Daya
Manusia dan Partisipasi
Masvarakat

Sekretaris Redaksi

+ Andi Adila Fathin
Humaira

Staf Subbagian Sumber Daya
Manusia dan Partisipasi
Masyarakat

Redaksi Produk
Hukum

5 Kurniawan
Staf Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Petugas Redaksi

6
Muhammad
Syahril lail

Staf Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Anggota Redaksi

.7 Ridwan
Staf Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Anggota Redaksi

8
Irfandy Ihsya
Pratama

Staf Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Administrator
Sosial Media

9 Nurlinda S
Staf Subbagian Telcris
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Operator dan
EditorJDIH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
IGpata Sub Bagi,an Teknis dan Hukum,

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 29 J:uli 2O25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE,

MAJENE

ttd.
MUNAWIR
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